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ABSTRAK

Pemberian perlindungan terhadap saksi oleh pihak kepolisian pada proses
penyidikan dilakukan dengan berlandaskan Pasal 112 ayat (1), Pasal 113, Pasal
117 ayat (1), Pasal 118 ayat (2) Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana
mengenai hak-hak saksi dalam proses tindak pidana. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah 1) Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap saksi
tindak pidana pembunuhan oleh penyidik di Polres Solok Kota?, 2) Bagaimana
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana pembunuhan oleh
penyidik di Polres Solok Kota (Studi Kasus: No.BP/74/X1/2022-Reskrim)?
Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai
pihak Kepolisian Polres Solok Kota dan saksi 1G dan saksi F, penelitian ini
dilakukan di Polres Solok Kota. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan
ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana
pembunuhan oleh penyidik di polres solok kota yaitu: saksi dipanggil oleh
penyidik dengan surat panggilan _yang.sah dan disertai alasan yang jelas,
merahasiakan identitas saksi, memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi
saksi jika saksi mendapatkan ancaman; tidak membuat saksi satu ruangan dengan
tersangka pada saat interogasi, dan memberikan informasi mengenai
perkembangan kasus tindak pidana. Serta dalam pelaksanaannya masih ada yang
belum sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang, karena saksi tidak
mendapatkan perlindungan hukum terhadap keluarga dan harta benda saksi, serta
mendapat tekanan dan pertanyaan yang menjerat ketika interogasi.
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